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Menimbang

BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR T0TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATtrN LEMBATA

TAHUN ANGGARAN2O2S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Bahwa untuk melaksanal<an ketenruan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten kmbata
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lembata Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lembata tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggar ""/ J /
202s. lv I
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Mengingat 1 undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten l,embata (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20o0 Nomor 79, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3967);

undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tajrlun 202o tentang Pedoman Teknis
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor

1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Talrrule 2024 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar an 2025 (Berita Negara

Republik Indonesia Ta}Lun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tain:un 2022 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2022 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten Lembata Nomor 3O1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tatrun 2024 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lembata Tahun Anggaran 2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 311, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Lembata Nomor 311);

MEMUTUSKAN:
MCNETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
| (/
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4. Pengeluaran Daerah ada-lah uang yang keiuar dari kas Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan'

6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah

guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

T. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah'

8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran

Pendapatan dan Betanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil

berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan

kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah'

g. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentraiisasi.

10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

Pemerintahan vang menjadi kewenalgan Daerah.

khusus yang meruPakan Umsan

(r
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I 1. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Pembiayaan adalah seLiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima

sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga

Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar

Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan

uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan selrab

iainnya yang sah.

15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam I
(satu) tahun anggaran.

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun

Rp901.316. 175.3 19,00 yang bersumber dari:

Anggaran 2025 direncalakan sebesar

)

l{,1

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.



a. Pendapatan AsIi Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4
(l) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rp48.605.493.5 i7,00 yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

d. Lain-lain Pendapatal Asli Daerah yang Sah.

(21 Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp27.O47.784.85O,0O.

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp20.067.418.744,OO.

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.048.722.165,00.

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d direncanakan sebesar Rp4.44 1.567 .7 la,OO.

Pasal 5
(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp2i..O+7.7a4.850,OO, yang terdiri 
^r^r, lf 1"ry/
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a. Pqjak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pqjak Air Tanah;

g. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan;

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

i. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB);

j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

12) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a direncanakan sebesar

Rp92.500.0oo,00.

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp908.OOO.OOO,OO.

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf c direncanakan sebesar

Rp5.OOO.o0O,00.

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp94.O75.OOO,OO.

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp4.s76. l02.5r8,oo. 
I I /
t'
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(71 Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp5.O00.000,O0.

(8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf g

direncanakan sebesar RpS.613.051.943,00.

(9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufh direncanakan sebesar Rp2.425.000.OOO,O0.

(1O) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf i direncanakan sebesar RpSOO.O0O.O0O,O0.

(11) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

direncanakan sebesar Rp3.964. 178.946,00.

(12) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.O64.876.433,0O.

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp2O.067. 4 1 8 .7 a4,OO, yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(21 Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp18.254.698.OOO,O0. I/ I
tktt'
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(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp 1.785.6 12.784,00.

(41 Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp27. 108.O00,O0.

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (i) huruf c direncanakan sebesar Rp3.O48.722.165,0O, yang terdiri atas Bagian Laba

yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Duidenl atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.441.567 .718,OO, yang terdiri atas:

a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;

b. Jasa Giro;

c. Pendapatan Bunga;

d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;

e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;dan

f. Pendapatan dari Pengembalian.

(21 Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp72.5OO.OO0 

", Ul
9



(3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp382.63o.060,o0.

(41 Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp 1 .00O.O00.OOO,0O.

(5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.250.0OO.000,O0.

(6) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp348. 75O.O0O,O0.

(71 Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp387.687.658,00.

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp844.9O2.492.8O2,OO yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(21 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di

rencanakan sebesar Rp820.455.063.0OO.

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hulrf b di

rencanakan sebesar Ro24 .447 .429 .8O2.OO . ll fi, ,., "".'"". l}Jtlt
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Pasal 10

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82O.455.063.OOO,O0 yang terdiri atas:

a. Dana Desa;

b. Insentif Fiskal;

c. Dana Bagi Hasil;

d. Dana Alokasi Umum; dan

e. Dana Alokasi Khusus.

(21 Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp | 12.346.928.0OO,00.

(3) Dana Insentil Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp24. ),O5. I 42.000,00.

(41 Dana Bagi Hasilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp4.994.338.O0O,00.

(5) Dana Alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp5 1 3.443.057.OOO,0O.

(6) Dana Alokasi Khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rpl 65.565.598.0O0,OO.

Pasal 1 I
Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7

huruf b yakni Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp24.447.429.rOr,OO. 
/fl



Pasal 12

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf cdirencanakan sebesar Rp7.808.19O.000,00 yang terdiri atas Lain-lain

Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud padaayat(l) direncanakan sebesar

Rp7.8O8.19O.000,0O.

Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanal<an sebesar

Rp868.451 .O76.032,00 yang terdiri atas:

a. BelanjaOperasional;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

12) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud padaayat t huruf a direncanakan sebesar

Rp623.529.392.895,00.

(3) Belaqja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat t humf tr direncanakan sebesar

Rp75.o16.31e .24s,oo. I l. I
WI
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(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat t huruf c direncanakan

sebesar Rp 1.629.456.43 1,OO.

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud padaayat t huruf d direncanakan sebesar

Rp168.275.9O7.463,OO.

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasall3ayat (2) terdiri
atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;

d. Belanja Hibah; dan

e. Beianja Bantuan Sosial.

(2) Beianja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp423.7 02.846.438,00.

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp 17 4.828.226.668,O0.

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp 1 1. 1 10.654.5O5,OO.

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp1 1.o57.665 .28o,oo. 

V I
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(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp2.840.O00.00O,00.

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud da-lam Pasa114 ayat (2\ terdiri atas:

a. Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan

e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

(2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr.f a direncanakan

sebesar Rp325.299.992.994,48.

(3) Beianja Tambahan Penghasiian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp86.683.328 .Oa7,52.

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rpl 1.23a.224.39O,0O.

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp27.088.2 10,0O.

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimala

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp454.212.75O,OO.L.1. 1t{/
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Pasal 16

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok ASN;

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

d. Belanja Tunjangan Fungsinal ASN;

e. Beianja T[njangan Fungsional Umum ASN;

f. Belanja T\rnjangan Beras ASN;

g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

i. Belaqla Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan

k. Belanja Iural Jaminan Kematian ASN.

(2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp259.692.237 . 177,OO.

(3) Belanja Trrnj angan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b
direncanakan sebesar Rp2 1.O52.307.436,80.

(41 Belanja T\rnjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp5.751.040.7 r",* 

ry t
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(5) Belanja T\rnjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp14.5I 1 184.700,00.

(6) Belanja Tunjangan Fungsionai Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e direncanakan sebesar Rp2.934.646.499,OO.

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 1 2.029. 198.999,O0.

(8) Belanja Tunjangan PPh / Tunj angan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g direncanakan sebesar Rp1.797.716. 185,65.

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp3.O99.4 12,03.

(1O) Beianja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana simaksud pada ayat (1) huruf i

direncanakan sebesar Rp5.723.557.946,0O.

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j direncanakan sebesar Rp455.OO3.889,00.

(12) Belanja luran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k

direncanakan sebesar Rp1.350.OOO.0OO,OO. qt
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Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (3) terdiri atas:

a. Belanja Tambahal Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi kerja ASN dan

c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

(2\ Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2O.275.729.716,52.

(3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp i 08.120.0O0,OO.

(41 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf c direncanakan sebesar

Rp66.360.O78.371,OO.

Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (4) terdiri atas:

a. Belanja Uang Representasi DPRD;

b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;

c. Belanja Ttrnjangan Beras DPRD;

d. Belanja Uang Paket DPRD;

e. Belanja T\rnjangan Jabatan DPRD;
r
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f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD;

C. Belanja T\rnjangan AIat kelengkapan Lainnya DPRD;

h. Belanja T[njangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;

i. Belanja T\rnjangan Reses DPRD;

j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan

1. Bel,anja T\rnjangan Transportasi DRPD.

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp56 1.54O.OOO,OO.

(3) Belanja Trrnjangan KeluargaDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp47.245.8OO,OO.

(41 Betanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp56.487.6OO,OO.

(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp56. 1 54.OOO,00.

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp8 1 4.233.OO0,OO.

l7l Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f direncanakan sebesar Rp iO4.315.6iO,OO.

(8) Belanja Trrnj angan Alat kelengkapan DPRD Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf gdirencanakan sebesar Rp9.4O9.O50,0" 
l(/
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(9) Belanja Ttrnjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DpRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rpl.890.00O.OO0,OO.

(1O) Belanja T\rnjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp472.5OO.O0O,00.

(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufj direncanakan sebesar Rp516.95O,O0.

(12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.566.222.380,00.

(13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1

direncanakan sebesar Rp4.659.6OO.0O0,0O.

Pasai 19

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal

1Sayat (5) yatni Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungr.rtan Pajak Daerah.

Pasal 20

(1) Anggaran Belanja Penerimaan l,ainnya Pimpinan DPRD serta KDH/wKDHsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1Sayat (6) terdiri atas:

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan

b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH t(t
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(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp 1 10.880.000,00.

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp343.332.756,O0.

Pasal 2 1

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasa114 ayat (3)

terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. BelanjaPemeliharaan;

d. Belanja Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/ Masyarakat; dan

f. Belanja Barang dan Jasa BOSP.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp45.O 17.3O9.425,OO.

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp64.O31.4O5.876,OO.

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp8.516.ee0.2 6s,oo. 
I t t
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(5) Beianja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp32.034.620 .27 O,OO.

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak
Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp74.4O4.O47.0OO,O0.

l7l Belanja Barang darr Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf f
direncanakan sebesar Rp 1O.823.853.832,00.

Pasal 22

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasall4 ayat (4) yakni Belanja

Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB) sebesar

Rp11.110.654.5O5.

Pasal 23

(i) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasa114 ayat (5) terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang

Berbadan Hukum Indonesia;

b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik; dan

c. Belanja Hibah Dana BOSP.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan

Hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp85o.0oo.0oo,oo. ll. I- --''-- tU
I
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(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61 1.005.284,0O.

(41 Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp9.586.660.OOO,O0.

Pasal 24

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasa114 ayat (6) terdiri
atasBelanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

(21 Belanja Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) direncanakan sebesar Rp2. 840. 00O. 0O0,OO.

Pasal 25

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimal<sud dalam Pasall3ayat (3) terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 15.179.894 .476,OO.

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp24.672.OSa 689,OO. ll . I
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